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Peraturan Daerah merupakan salah satu produk hukum dari sebuah Pemerintahan 

daerah dalam menjalankan Otonomi Daerah. Peraturan Daerah ada untuk 

menyelenggarakan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan serta mengatur 

masyarakat yang ada di sebuah daerah tersebut. Dengan Peraturan Daerah juga 

diharapkan bisa mengatur dan menjadi landasan hukum serta jawaban-jawaban bagi 

masalah yang ada di masyarakat. 

Di Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan terdapat sebuah Peraturan Daerah 

Nomor 8 Tahun 2005 tentang Jum’at Khusyu yang isinya mengatur tentang larangan 

kegiatan yang dirasa tidak perlu pada saat pelaksanaan Sholat Jum’at di wilayah 

Kabupaten Banjar. Pada masa itu, tepatnya pada tahun 2005 sebelum adanya Undang-

Undang Pemerintahan daerah Nomor 23 Tahun 2014, masih menggunakan Undang-

Undang yang sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan daerah. Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 

2004 tentang Pemerintahan daerah yang merupakan pengganti dari Undang-Undang 

Nomor 22 Tahun 1999, maka Pemerintah Daerah diberikan kewenangan untuk 

membuat kebijakan yang mengatur berbagai masalah termasuk tentang kehidupan 

beragama. Pemerintah Daerah dalam hal diberikannya kewenangan ini sebagai upaya 

meningkatkan keikutsertaan Daerah dalam menumbuh kembangkan kehidupan 

beragama. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Banjar 

dalam upaya untuk memelihara kerukunan hidup beragama dan menciptakan 

ketenangan bagi masyarakat yang beragama Islam ditunjang dengan kondisi 

masyarakat di Kabupaten Banjar yang mayoritas beragama Islam serta dengan adanya 

Predikat Martapura sebagai Kota Serambi Mekkah maka, Pemerintah Daerah 

Kabupaten Banjar memandang perlu untuk mengatur masalah Pelaksanaan Sholat 

Jum’at di Kabupaten Banjar, hal ini dimaksudkan untuk memberikan warga kabupaten 

Banjar ketenangan dan bagi umat Islam dalam melaksanakan Ibadah Sholat Jum’at 

dengan menghentikan sejenak aktivitasnya kegiatan yang ada di sekitar masjid 

terkhusus untuk mempersiapkan dan melaksanakan ibadah Sholat Jum’at secara 

khusyuk. Peraturan Daerah berbasis Syariah sebenarnya tidak dikenal dalam hukum 

tata negara di Indonesia. Namun, seiring berjalannya waktu, Peraturan Daerah syariah 

digunakan sebagai bukti keberadaan hukum islam di Indonesia. Peraturan Daerah 

Syariah di Indonesia merupakan fenomena yang kompleks, mencerminkan dinamika 

keberagaman masyarakat dan tantangan dalam implementasinya. Peraturan daerah ini 

muncul sebagai respons terhadap otonomi daerah yang memberi wewenang kepada 

pemerintah lokal untuk merumuskan regulasi berdasarkan nilai-nilai agama, 

khususnya Islam. Namun, kehadiran Peraturan daerah Syariah ini juga memunculkan 

berbagai tantangan dan perdebatan di masyarakat plural. Kabupaten Banjar sebagai 

salah satu Kabupaten yang terkenal agamis di Provinsi Kalimantan Selatan 



 
 

xi 
 

mempunyai beberapa Peraturan Daerah yang berbasis Syariah, salah satunya adalah 

Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 8 Tahun 2005 tentang Jum’at Khusyu’. 

Penelitian ini merupakan Penelitian hukum empiris dengan melakukan observasi di 

berbagai Masjid lokasi pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 8 

Tahun 2005 tentang Jum’at Khusyu’ dan wawancara langsung kepada petinggi instansi 

terkait dengan pelaksanaan Peraturan Daerah ini. 

Hasil temuan peneliti yaitu adanya ketidaksesuaian amanat Peraturan Daerah ini 

dengan fakta yang ada di lapangan. Ketidaksesuaian ini meliputi penegakan perda 

yang belum ditegakkan sepenuhnya di seluruh wilayah atau lokasi Masjid yang ada di 

Kabupaten Banjar, minimnya sosialisasi terhadap Peraturan Daerah ini di masa 

sekarang, amanat Peraturan Daerah yang belum dilaksanakan sepenuhnya. 

Peraturan Daerah ini dapat dikatakan sudah “usang” karena sudah berlaku dengan 

tidak efektif lagi untuk ditegakkan. Maka dari itu, Peneliti menyarankan untuk 

merevisi Peraturan Daerah ini dari segi substansi untuk fokus pada beberapa tempat 

yang dipastikan bisa ditegakkan tanpa hambatan oleh Pemkab. Banjar dan membuat 

Peraturan Daerah ini menjadi lebih sesuai dengan perkembangan zaman. 
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ABSTRAK 

Peraturan Daerah merupakan salah satu produk hukum dari sebuah Pemerintahan 

daerah dalam menjalankan Otonomi Daerah. Peraturan Daerah ada untuk 

menyelenggarakan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan serta mengatur 

masyarakat yang ada di sebuah daerah tersebut. Dengan Peraturan Daerah juga 

diharapkan bisa mengatur dan menjadi landasan hukum serta jawaban-jawaban bagi 

masalah yang ada di masyarakat. Di Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan 

terdapat sebuah Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2005 tentang Jum’at Khusyu yang 

isinya mengatur tentang  pelaksanaan Sholat Jum’at di Kawasan Kabupaten Banjar. 

Perda ini lahir dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 

Daerah sebagai dasarnya sehingga urusan agama masih dilimpahkan kepada 

Pemerintahan Daerah. Sedangkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah sebagai UU yang baru dan diberlakukan hingga saat ini 

menyatakan bahwa urusan agama merupakan urusan Pemerintahan Pusat. Hal ini jelas 

merupakan hal yang tidak berkesesuaian dalam segi dasar peraturan karena sudah 

usanag. Fakta-Fakta di lapangan pun tidak sesuai dengan amanat yang disampaikan 

oleh Peraturan Daerah ini sehingga bisa dikatakan  merupakan sebuah pelanggaran 

terhadap Peraturan Daerah yang bersifat “erga omnes”.  

Penelitian ini menggunakan metode Empiris yang diharapkan dapat memberikan 

jawaban dengan pasti melalui data-data yang dikumpulkan secara langsung dan fakta-

fakta yang ada di lapangan. 

 

Kata kunci (keyword): otonomi daerah, peraturan daerah, perda syariah’ 
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